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i ABSTRACT

The theory of the Separation of Powers introduced by Montesou.c2 prosides express restrictions among

the principal powers tn Lhe state. The United States is 1 countes wrrlong this thieory very closely, This

wors in the United States in order to

article describes principles reguired tor the application of This i
avold a concentration of powers in one hand.

I. PENDAHULUAN

Amerika Serikat sering menjadi kerangka acuan dulom kajian mengenai bentuk negara
{pemerintahan}, hukum. pemerintahan, idiologi poliuk. proses politik, dan ciri-ciri
demokrasi yang stabil. Secara garis besar mahasiswa hukum mengetahui bahwa struktur
negara Amerika Serikit adifah federal, dengan pemerintanan cresidensiaf yang didasarkan
atas pemisahan kekuasaan dan checks and balances antara President, Congress dengan
bicameral-nya, Senare. House of Represemtative, dan Supreme Courr (Rodee et af., 1983).
Walaupun demikian, pengetahuan yang lebth dalam mengenai mueri-materi kajian tersebut
memerfukan telaahan wrhadap konstitust dan praktik bernegara Amerika Serikat, utamanya
mengenai ketiga lembaga, yaitu Presiden, Kongres. dun Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pada kesempatan ini akan dibahas Teori
Pembagian Kekuasaan Negara, Menurut Arthar Maass {1939, secara teoretik dikenal dua
macam pembagian kekuasaan negara, Pertama, teori pembagiun kekuasaan negara menurut
bidang-bidang pemerintahan yang disebut Capital Division of Powers, yartu teori
pembagian kekuasaan menurut bidang eksekutit, fegislatt dan vudikatif, Pembagian
kekuasaan negara secara materiil dischut pula pemisahan kekuasaan (Ismail Suny, 1982),
yany dikenal dengan Teori Trias Politika. Kedua, teort pembagian kekuasaan negara
menurut wilayah-wilayah yang lebih kecil dalam wiluyah nasional, vang dikenal dengan
Areal Division of Powers. Menurut pakar tersebut. apabifa dalam pembagian kekuasaan
vang kedua mencakup ketiga kekuasan yang terdapat dalum pemisahan kekuasaan yang
pertama, pihuk yang memperoleh pembagian kekuasan disebut negara bagian. Apabila
hanya mencakup bidang eksckutit, maka disebut local governmenr (pemerintah daerah).
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Bahasan teori tersebut berikut ini dilakukan dengan perhatian khusus pada Amerika
Serikat. Secara rinci pembahasan dibagi dalam beberapa subbab, yaitu tentang supremasi
sonatitusi, penusahan kekuasaun dan check and balances, dan tfederalisme, dan diakhiri

Zzngan subbab penutup.

[I. SUPREMAS] KONSTITUSI

Konstitusi Amerika Serikat menyebut dirinva sebagai “supreme law of the land”.
Sebutan tersebut mengandung arti apabila konstutusi negara bagian atau perundang-
2ndangan yang ditetapkan oleh badan legislatif negara bagiun atau Kongres bertentangan
sengan konstitusi tederal. dipandang udak mempunyai kekuatan hukum, Putusan-putusan
sang dibvar oleh Mahkamah Agung selama ini metalui “judicial review™ telah
membenarkan dan memperkuat doktrin supremasi konstitusi.

Sekalipun demikian, kekuasaan terakhir tetap berada di tangan rakyat Amerika. yang
Zapat mengubah hukum dasar (fundamental law) apabila dikehendaki dengan cara
mengamandemen konstitust atay secara teort paling ndak dengan menyusun draff yang
caru. Rakyat tidak melaksanakan kekuasaan mereka secara langsung, Mereka
mendelegasikan urusan pemerintahan sehari-hari kepada pejabat publik, baik vang dipilib
~aupun yang diangkat.

Dralam praktik, kekuasaan para pejabat publik dibatast, Tindakan mereka harus sesuai
<engan konstitusi dan perundang-undangan yang ditetapkan menurut konstitusi. Para
o2jabat yang dipilib harus membiarkan divi untuk pemitihan ulang datam masa antara,
sehingga reputasinya mendapat penvelidikan puhlik yung intensif. Para pejabat yang
Jiangkat berdings atus kehendak orang atau pejabat yung mengangkatnya, dan dapat
dipindahkan apabila kiranya mereka tak memuaskan. Pengecualian terhadap praktik
ersebut adalah pengangkatan pejabat scumur hidup oleh Presiden bagi hakim-hakim
Mahkamah Agung dan hakim-hakim federal tainnya, sehingga mercka dapat bebas dari
xewajiban atau pengarch pohtk.

Secara lebth umum, rakvat Amerika menyatakan keinginan mereka melalui kotak
pemungutan suara {ballor hox). Walaupun demikian, konstitusi memang membuat
ketentuan bagi permindahan pejabat publik dari jabatannya dalam kasus-kasus kelakuan
buruk atau kejahatan dengan proses impeaciiment. Pasal 2 Ayat (4) menyatakan: “Presiden.
Wakil Presiden dan semua pejubat sipil Amerika Serikat harus dipecat dari jubatannyva
atas tuntutan dan keputusan hakim yang membuktikan pengkhianatan, penyuapan, atau
idak pidana berat lwinnya dan perbuatan tercela.”
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Sekalipun konstitusi elah mengalami 26 kall amandemen sejuk ahun 1789, usas-

asas yang pokok tetap sama hingga sekarang, Asas-asas yang pokok tersebut adalah:

I Pemisahan kekuasaan di antara ketiga badan pemerintubuan, Kekuasaan yang diberikan
kepada tiap badan diimbungi oleh kekuasaan kedua badan Luinnva. Setiap badan
bertindak scbagai kenotrol terhadap pelumpauan secara potensial dari badan fain.

-
. Konstitust beserta perundang-undanean vane dibentuk menurut konsoitusi dan
fan [= . =

1.2

perjanjian yang dibuat Presiden dengan persetujuun Senat berada di atas peraturan
lainnya. termasuk undukan dan peraturan cksekurit,

3o Semua orang sumi menurut hikum dan swana dabam perlindungan hukum, Semua
negara hagian swna dan tidak ada yang memperoleh perlukuan khusus dari
pemerintah federal. Dalim batas-batas konstitusi. tiap negara bagian harus mengakui
dun menghormati perundang-undangan negara bagiar vany L. Pemerintah negira
bagian. sepertt pemerintah federal, hurus demokratis dengan kekuasaan akhir pada
ritkovat,

4. Rakyat harus memiliki hak untak mengubah bentak pemerintahun nasional dengan

sarana hukum vane ditenwkan dalam konstitisa.

Hi. PEMISAHAN KEKUASAAN DAN CHECKS AN BALANCES

Guna mencegah tindakan massa vang mengancum hak-huk kebendaan (rights of
propecivi, the Fownding Farliers mengupayakan disa ketentuon vang berbeda. namun
bertalian, vaitu separation of powers dan chechs wind balances, Dua ketentuan il
mempunyar dua wijuun. Pertama. untuk Tebih menyalitkan massa dalam menggengeam
kendubi (kontrold scluraly pemerintaban. Kedoa, unuk meneewah elit pemerintahin
menyalahgunakan kekuasaan dan membuabavakan kepentingan mereka di Juar
pemerintahan. Ide penusahan kekuasaan vaitu membaeg: keluasaan Ji antara ketigu cabung
pemerintahan nasionad berasal daed Lalisan abili politik Perancis, Baron Montesquien., Dalam
talisannya “The Spiris of the Leows™, Montesquien mengemukakan tDyve & Zeigler: 1973+

by every governaens thare are Giree souress of pover @ ihe fogistadve. the exeeutive and the judician

power.. when the fegislaive amd evecutne sowers e cneed in Ui sunie person. o i the same
body of nugistrites. there cun be ne boert . Again, There is liherty i1 1he judiviary be nes

separited froim the lepislative and eneculis o,

Doktrin Montesquica secara fuas diterini cleh elit Amerika dalam whun 1787, Dalar,

The Federalise No. 47, Tames Madison menggemukan dokirin tersebut:
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No polilicad truth is eertainly of greater intrinsic value ar is stamped with the auzhority ol mors
enlightened petrons of liberty. thun that the accumulation or 4l powers, legislaty e, executive. and
Judiciary in the sama ands, whether of one. a s, or many. ang whether hareditan, sell-appointed.

or elective, may justly be pronounced the definition ar tyranny.

Konsep pemisuhan hehuasaan dinyatakan dalam Katimar pembukaan dari tiga pasal
pertama kopsttusi. yang memhentuk cabang-cabang pemerintahan legislatif. eksekutif,
dan judikatt sccara terpisah. Untuk memisabkan lebih Janjut kekuasaan-kekuasaan

tersebut, maka menurut Dyve dan Zeigler (9753

The sepiraiion of powers concept s expressed o the opening seatenee of the lirst theee articles
ol the Constitution, which estehlishes separate legisiative, exccutive. and judicial branches of
govermmaent. To Ruizer separie these pawers, cacit ol the major decision-making badics in the
national governmant o chosen by a different comtstiteney he House by voters in the several
legislaive disiriets. the Senute by the State egisistures and Liter by the voters of whole states.
the president by “electors™ chosent by the volers in wheke states. and the fudiciary by the presicdent

with the consent ol the Senae.

Dalam analisis mengenai Teort Trias Politika, H. Azhary, dalam pidato pengukuhan

gurt besarnva antara fun mengatakan

Sejik abad ke XIX duznia singal mengagumi leosi pemisifan hekussans negarn atas kekuisadn
Tegislitip, cksckutip dan vudikutip vang dikemukakan olsh Montesquicu. Teesi ini dikenal sebagai
teeri Trins Politika, Banyus newara yang di dalam Undang-undang Dasarmnya menganut Teord Trias
Politika. Sckalipun demikian, tdak ada sat negurapan vang depat melaksamikan teor Teius Politika
ini secans avomi, Bahhun negar Perancis diomanaieor ind divetushan tidak dapat melaksanakannya
dengan Maik. Hansa Amerika Serikat safa yang merupakian sslu-silinya negar ying dlunggup
meluksunakan o ing secars buik mendekatt kemurniannvu, namun tidak 100 75

Perbedaan yang tajam juga dilakukan dalam arti perbedaan masa jabatan dari tiap

nudan pengambilan keputusan, sehingea pembarian pemerintahan vane lenvkap denean
= frvoe o o = o

aara pemuli dalam seluruh negara bagian oleh muyoritax rakyat puda satu saat adalah
wdak mungkin, House of Represenrarives dipilih untk dua tahun dan Senat untuk enam
mihun, tetapi seluruh Senat tidak dipilib dalam sats pemiliban. karena sepertiga dari senator
rergantian sclama doa tahun, Presiden dipilih setiap empat twhun, dan hakim agung
memegang jabatun untuk scumur hidup. Dengan demikian, rakyat dikekang untuk

melokokan perubahan segera dalam kebijakan pemerinth,

lde checks and balances melengkapi pandangan tenrang pemisuhan kekuasaun. Dilam
T Federalisg Noo 47 dinvatakan: "Ambiton must be made to counteract ambition™, The
winding farhers tdak hanya berkehendak agar cabang-cubang pemerintahan yang terpisah

“oxa terhadup keviga pemiliinya, tetapl mereku juga berkehendak untuk memberikan
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Kesempatan pada settap cabang pemerintahan untuk mengawasi operasi cabang
pemerintahan yang lain. Cabang-cabang pemerintahuan Amerika vang terpisah tidak
independent, tetap saling bergantuny {irerdependenti. Menurut Thomas R, Dye dan L.
Harmon Zeigler (1975), “There is reatly a sharing of power among the branches of the
national government, not a separating of power; tor each hranch participates in the

actigities of every other branch.”

IV. FEDERALISME

Bentuk negara Amerika Serikat adalah federasi. Bentuk negara federasi vang dipilin
oleh para perancang konstitusi di sckitar tahun [787 merupakan gejala yang tidak dikenal
dalam zaman kuno ataupun abad menengah. Hal ini dischabkan tederasi mengharuskan
udanya syarat-syarat tertentu. Menurut C.F. Strong 119601, untuk membentuk negira
tederasi diperlukan dua syarat penting, Pertama, harus ada semacam “a senye of
nationadin” di kalangan anggota kesaman politik yang berhasrat membentuk federasi,
kedua, harus terdapat keinginan dari parg anggota kesatuan politik erhadap “union’”
tpersatuan) dan bukan “wniry™ (kesatuan), karena apabita para anggota mengingini
kesawan, maka vang terbentuk wnitary smte (negara kesatuan), dan bukan federasi.

Federast ditandar oleh beberapa ciri khas. Strong (1960) mengidentitikasi uga cir]
khas tersebut, yakni: (1} supremasi konstitusi federal, i2) pemencaran kekuasaan antara
pemerintah federal dan negara bugiun, dan (3) adanya kekuasaan tertinggi vang bertugas
menyclesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah tederal dan negara bugian, Pada

umumnya federasi dibentuk berdasarkan “fundamental fan™ atau konstitusi.

Dibandingkan dengan negara kesatuan {(unitary stare), menurut R, Kranenburg (1982),
negary federast mempunyai dua kriteria pokok. Pertama. negara bagian dalam negara
federusi memiliki powvoir constituant, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang
dasar sendin dan kekuasaan untuk mengatur bentuk organisasi sendiri. Pemerintah
bawahan dalam negara kesatuan tidak memtiliki kedua hai wersebut. Kedua, hal-hal vang
dapat diatur oleh pembentuk undang-undang pemerintah federal telah dirinei satu demi
sutu dalam konstitusi federasi, Dengan demikian, negara bagian memiliki residial power,
vaitu kekuasaan di Juar kekuasaan yang telah dirinci untuk pemerintah federal., Dalam
negara kesatuan terjadi hal yang sebaliknya. Selanjutnya, pemerintahan lokal (focat
governmenty dalam negara federal merupakan kesatuan pemerintahan tingkat ketign setelah
negara bagian. dan diatur serta dibentuk oleh negara bagian, sedangkan pemerintah doerah

41 negara kesatuan berada di hawah dan dibentuk ofeh pemerintah pusal,
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Berbeda dengan pendapat Kranenburg, menurut Sri Soemantri (19813, meskipun di
dunia sekarang ini kita jumpal adanya banyak negara federat, akan tetapi antara negara
‘ederal yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan-perbedaun. Safah satu perbeduannya
:alah cara membagi kekuasaan antara negara federat dengan negara-negara bugian. Tentang
hal ini terdapat dua cara pembagian kekuasaan, yaitu: {1) dalam konstitusi negara federai
ditetapkan gecura Himitaul kekuasaan-kekuasaan yang diseruhkan kepada pemerintah
newara federal; (2) dalam konstitusi negara tfederal ditetapkan secara limitatit kekuasan-
kekuasaan yung diserahkan kepada pemerintuh negara-negara bagian. sedungkan

kekuasaan lainnya (the reserve powers) ada pada nepary federal.

Negara federal yang mempergunakan cara yang pertama adalah Kunada. Dengan jalan
membagi kekuasaan. cara pertama int mengandung arti diperkuatnya kedudukin negara
tederal dibandingkan dengan negara-negary bagian. Malahun dalam contoh Kunada i,
negard-negara yang bergabung tidak dibert nama negara bagian, melainkan diberi nama
propinsi. Oleh karena itulah C.F Strong mengatakan, bahwa negara Kanada adalah ~fess

rederal”.

Hal 1t berbeda dengan Amerika yang juga merupakan negara federal, Oteh karena
konstitusi Amerika Serikat mempergunakan pembagian Kekuasaan cara kedua, maka
kedudukan negara federai ndak sekoat di Karada. Federast Amerika Sertkat vung dibentuk
Jdengan konstitusi secara politik merupakan kesatuan vang dominan dajam sistem
pemerintahan Amerika Sertkat. Walaupun begiw, dalam kenvataannya sistem 1ty sendir
sepertt mosak yang terdin dan ribuan pemermtahan yang lebth kecil vang membentuk
negara secara keseluruhan, Amerika Serikat terdint atas 50 negara bagian ditambah Distrik
Colombia. Sebelum pembentukan konstitusi, masing-masing negara bagian ini merupakan
koloni yang terpisah. Selanjutnya tiap negara bagian terdiri atas unit-untt pemerintahan
vang lebih kecil, yang memerintah county, cirv, rown, dan viflage. Unit-unit pemerintahan
ini diatur dalam konstitusi tiap negara bagian. Apabila hubungun antara pemerintan rederal
dan negara bagian merupakan hubungan coordinaie, maka hubungan antary negara baglen

dan local government merupakan hubungan subordinare.

Seperti di tingkat pemerintah federal (pemerintaiv nasional), pemerintah negara bagian
memiliki tga cabung pemerintahan, yaitu legislatit, eksekutit dan vudikatit yvang secaru
kasar menaliki fungst sama dengan cebang-cabang pemerintahan nasional. Kepalu
eksekutif negara bagian adalah gubernur yang dipilih oleh rakyat. Pada winumnya masa
Jabatannya adalah empat tahun. Meskipun di beberupa negara bagian masa jabatan
eubernur adalah dua tahun, Kecuali negara bagian Nebraska vang memiliki badan Tegislarit

dengan sistem unikameral, semua negara bagian memiliki legislatit dengan sisiem

47
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bicameral, yaitu Senal selaku majelis tinggi dan House of Representative selaku mejelis
rendah. Dalam kebanyukan negara bagian, Senator mempunyal masa jubatan empat tahun,
sedangkan anggota mejelis rendah mempunyal masa jabatan duoa tahun. Sebaliknya
konstitusi dari berbagai negara bagian secara ninci berbeda, namun pada umumnya
mengikuti suatu pola ang sama dengan pola Konstutust federal. termusuk pernyataan

megigenai hak-hak rakyat dan rencana untuk mengorganisasikan pemerintghan,

Untuk menggambarkan bagaimana bentuk negara federal. di bawah ini dikemukakan
bagan S.L. Witman dun I.J. Wuest (Srt Soemantri Martosocwignjo; 1981):

Constitution
wHtten,
1
Delegated FOWES  Reserved or Residual
Concurmrent
%
Regional or State Gov't
o !
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—_ 3 .= Q2 3 L
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PE ¥ 5 22 0le
< [ SE g
> AR
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V. PENUTUP

Dari uraian yang tersajt sehelumnya, terbhat bubwa konstitusi Amerika Serikat telah
beberapa kali mengalami perubahan untuk mengantisipast kebutuhan dan dinamika
masyarakat, namun terdapat berbagal prinsip yang tetup dipertahankun secura langgeng.

Amerika Serikat tergolong negara yang paling mendekat Teort Pemisashan Kekuisaan

Negara menurut Montesquiew, Teori Pemisahan Kekuasaun tersebut dianut bukan saja pada
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tingkat negara federal, tetapi juga pada setiap negara bagian. Di samping ity, dianut pula
pembagian menurut wilayah, baik antara pemerintah federal maupun negara bagian, serta
antara negara bagian dan pemerintah daerah. Hanya kadar kekuasaannya tidak sama,

DAFTAR PUSTAKA

-
Armosudirdjo, S. Prajudi. Etal., 1986, Konstitusi Amerika Serikar, Jakarta - Ghalia Indenesio,

Azhary, H., 1995. “Teori Bernegara Bangsa Indonesia.” Pidate Pengukuban (divcapkan pada Lpacara
Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap Pada FH-UI). tanggal 26 Juli {995,

Busroh, Abu Daud. 1987. Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan. Konstitusi Sembilan Negara, Jukun:
Bina Aksara.

Dye. Thomas. R & Zeigler. L. Harmon. 1975, The frony of Danocracy. Massachusetis: Duxbury Press
North Scitvate.

Griffith, Ernest. S. 1983. The American System of Government, Now York: Methuen..
Kranenburg & Tk. B. Sabaroedin, 1982, fimu Negara Unnen. Jakaria: Pradnya Paromita,

Martoscewignjo, Sri Scemaniri, 1981, Peagantar Perbandingan Antar Hukwn Tate Negara, Jukaria;
Rajawali Press.

Maass, Arthur. 1939, Area and Power: A Theory of Local Gavernment, Glencoc: The Free Press.
Rodee, Cartton Ceymer, ct al.. 1988, Peagantar Hmu Politik. Jakara 0 Rajuwali Press.
Strong, C.E, 1960. Modern Foliticat Constitutions. Londan: Sidgwick & Jackson Limited,

Suny, Ismail, 1982, Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta: Aksara Baru,

United States Information Agency, 1989, An Ouiline of American Government. n.p.

49



